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BAB V 
PENUTUP
A. [bookmark: _TOC_250001]Kesimpulan
Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Mengenai perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 139 sampai dengan pasal 179. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan. Bentuk dari perjanjian perkawinan ini antara lain perjanjian kawin dengan kebersamaan untung rugi, perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan peniadaan kebersamaan harta kekayaan.
2. Hukum Islam juga memperbolehkan mengenai perjanjian perkawinan hal tersebut diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 52 Kompilasi Hukum Islam. Bentuk perjanjian perkawinan dalam Islam terbagi dua yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Taklik talak diucapkan oleh mempelai pria setelah dilangsungkan akad, hal tersebut bukan sesuatu yang wajib dibacakan dalam rangakaian perkawinan namun sekali taklik talak diucapkan tidak dapat dicabut kembali, taklik talak tersebut merupakan pegangan bagi isteri bilamana kemudian hari suami melanggar isi dari perjanjian tersebut maka isteri berhak menjadikannya dasar untuk mengajukan gugatan cerai.

B. [bookmark: _TOC_250000]Saran
1. Saran pertama ditujukan kepada calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan pernikahan dan menginginkan dibuatnya perjanjian perkawinan sebaiknya pasangan tersebut mengetahui dengan rinci segala hal yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan mulai dari bentuk, syarat serta akibat hukum yang timbul dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut.
2. Saran selanjutnya ditujukan kepada pemerintah untuk lebih gencar mengadakan sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan kepada calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan, dalam sosialisasi tersebut hendaknya dijabarkan sisi-sisi positif atau tujuan dan manfaat dari membuat perjanjian perkawinan yaitu sebagai pelindung hak dan memberikan kesadaran akan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak serta melindungi dari kesewenang-wenangan dalam rumah tangga, yang paling penting pemerintah juga memberikan pemahaman kepada calon pasangan suami isteri bahwa perjanjian tersebut bukan sebagai bentuk ketidak percayaan terhadap calon pasangan melainkan menjadi salah satu persiapan sebelum melangsungkan pernikahan dengan pemahaman tersebut diharapkan masyarakat menghilangkan stigma negatif perjanjian perkawinan.

